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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum tindak 

pidana penadahan ketika penadah berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) berhasil 

ditangkap setelah perkara penggelapan sebagai tindak pidana asal telah lebih dahulu 

diputus oleh pengadilan. Permasalahan yang dikaji adalah apakah perkara 

penadahan dapat dibuka kembali dan diproses secara hukum setelah pelaku utama 

diputus, serta bagaimana mekanisme hukum yang dapat ditempuh untuk 

melanjutkan proses penyidikan dan penuntutan terhadap penadah tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber data 

terdiri dari bahan hukum primer seperti KUHP, KUHAP, putusan pengadilan, serta 

bahan hukum sekunder berupa literatur dan pendapat ahli hukum pidana. Data 

dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan ketentuan hukum yang relevan 

untuk menjawab rumusan masalah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penadahan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 480 KUHP merupakan delik berdiri sendiri yang tidak 

bergantung pada pemidanaan pelaku utama penggelapan. Status DPO tidak 

menghapus pertanggungjawaban pidana sehingga ketika penadah tertangkap, 

proses penyidikan dan penuntutan tetap dapat dilanjutkan melalui mekanisme 

pemisahan berkas (splitsing) sebagaimana diatur dalam KUHAP. Dengan demikian, 

perkara penadahan tetap dapat dibuka, diperiksa, dan diputus meskipun perkara 

penggelapan telah berkekuatan hukum tetap. 

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa proses hukum terhadap 

penadah yang tertangkap belakangan tetap sah untuk dilanjutkan dan tidak 

bertentangan dengan asas-asas hukum pidana maupun ketentuan KUHAP. 

Penelitian ini merekomendasikan agar aparat penegak hukum memperkuat 

koordinasi dalam pengejaran DPO serta memastikan penerapan prosedur 
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pemisahan berkas secara tepat untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas 

proses peradilan. 

 

Kata Kunci: Penadahan, DPO, penggelapan, splitsing, KUHAP, 

pertanggungjawaban pidana 
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